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PERATURAN  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  100/PMK.010/2009 

TENTANG 
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3502); 

  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

3. Peraturan Presiden  Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Pembiayaan; 

4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

  1. Menteri adalah Menteri Keuangan. 

  2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang 
khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan dana pada proyek infrastruktur. 

  3. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar 
mobilitas arus barang dan jasa. 

BAB II 
KEGIATAN USAHA 

Pasal 2 

  (1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  meliputi: 

  a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk 
Pembiayaan Infrastruktur; 

  b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; 
dan/atau 

  c. Pemberian pinjaman subordinasi  (subordinated loans) yang 
berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur. 

  (2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula 
melakukan: 

  a. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk 
penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur; 

  b. Pemberian jasa konsultasi (advisory services); 
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  c. Penyertaan modal (equity investment); 

  d. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan 
Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau 

  e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan 
Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan 
Menteri. 

Pasal  3 

  (1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a ditetapkan paling banyak sebesar modal sendiri 
dikurangi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24.  

  (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung berdasarkan harga perolehan. 

Pasal 4 

  (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melampaui batas 
maksimum penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1), wajib menyampaikan rencana kerja (action plan) 
untuk memenuhi ketentuan batas maksimum penjaminan 
kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah periode 
pelaporan triwulanan yang bersangkutan berakhir. 

   

  (2) Rencana kerja (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris atau 
pengawas. 

  (3) Pemenuhan batas maksimum penjaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan 
setelah jangka waktu penyampaian rencana kerja berakhir. 

Pasal 5 

  Infrastruktur yang dapat menjadi obyek Pembiayaan Infrastruktur 
meliputi: 

  a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau 
danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api; 
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  b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 

  c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; 

  d. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air 
baku,jaringan transmisi,jaringan distribusi,instalasi pengolahan 
air minum; 

  e. infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, 
jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana 
persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat 
pembuangan; 

  f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; 

  g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi 
atau distribusi tenaga listrik; 

  h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, 
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak 
dan gas bumi; dan/atau 

  i. infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai 
dengan huruf h atas persetujuan Menteri. 

BAB III 
TATA CARA PENDIRIAN 

Bagian Kesatu 
Perizinan 
Pasal 6 

  (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur didirikan dalam bentuk 
badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.                   

  (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat didirikan oleh: 

  a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; 
atau 

  b. badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau 
badan hukum Indonesia (usaha patungan). 

  (3) Badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b termasuk organisasi multilateral yang merupakan lembaga 
keuangan internasional dan  bergerak di bidang pembangunan. 
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Pasal 7 

  Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur, wajib terlebih dahulu memperoleh izin 
usaha dari Menteri. 

Pasal 8 

  Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, diajukan kepada Menteri sesuai dengan 
format dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini dan 
harus dilampiri dengan : 

  a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang 
telah disahkan oleh instansi berwenang, yang paling sedikit 
memuat: 

  1. nama dan tempat kedudukan; 

  2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur ; 

  3. permodalan; 

  4. kepemilikan; dan 

  5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi atau 
pengurus dan dewan komisaris atau pengawas. 

  b. data direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas, 
meliputi: 

  1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) atau paspor bagi yang berkewarganegaraan 
asing; 

  2. daftar riwayat hidup; 

  3. surat pernyataan: 

  a) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; 
dan 

  b) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah 
yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan 


